BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah di Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik, dari data yang
didapat jumlah pelanggaran netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Bantul 2020 lebih sedikit daripada Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Bantul 2015, namun masih ditemukan Aparatur Sipil Negara
yang tidak netral. Penurunan kasus dapat menunjukan bahwa Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalami
peningkatan kesadaran akan pentingnya Asas Netralitas, namun disisi lain
faktor Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati incumbent juga dapat sebagai
faktor yang menyebabkan Asas Netralitas tidak dapat dijalankan secara
maksimal. Walau telah sering dihimbau oleh KPU Kabupaten Bantul dan
telah dilakukan langkah preventif oleh Bawaslu Kabupaten Bantul tetap saja
ada yang melakukan pelanggaran terhadap Asas Netralitas.

2. Dengan adanya mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara
yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di
Kabupaten Bantul, hal tersebut dapat dicapai. Pasalnya, pada tahap
penjatuhan sanksi, Komisi Aparatur Sipil Negara bereaksi cepat terhadap

laporan Bawaslu tentang oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan
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pelanggaran, serta terhadap pelanggaran oknum Aparatur Sipil Negara
tersebut telah dikenakan sanksi sedang sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan:

1. Untuk mengurangi dan meminimalisir keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil
Negara pada proses Pemilihan Kepala Daerah, perlu adanya pembinaan
terhadap Aparatur Sipil Negara, memberikan pemahaman yang lebih
mendalam kepada setiap unsur Aparatur Sipil Negara tentang tugas, hak,
kewajiban serta larangan sebagai Aparatur Sipil Negara agar terciptanya
perangkat pemerintahan yang profesional selain itu juga perlu ada sanksi yang
dapat membuat jera pelaku, selain itu juga dengan adanya mekanisme
penjatuhan sanksi yang keputusan akhir berada ditangan PPK, maka perlu
juga adanya sanksi yang dijatuhkan bagi PPK yang tidak mau melaksanakan
rekomendasi KASN atas Aparatur Sipil Negara yang tidak netral.

2. Perlunya peran aktif masyarakat untuk juga mengawasi jalannya Pemilihan
Umum yang dalam hal ini secara spesifik yaitu Pemilihan Kepala Daerah,
walau sudah ada Bawaslu yang bertugas sebagai pengawasan, namun
kerjanya tidak akan maksimal bila masyarakat tidak ambil bagian di
dalamnya, karena masyarakat juga berhak melaporkan bila ada terjadi

kecurangan saat pemilihan umum.
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